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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai 

visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan dalam 

rencana kerja tahun 2019.   

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan 

perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD menuju terwujudnya good 

governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran 

mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 yang diukur berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.  

Untuk mencapai visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon 

Progo menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator 

kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai 

penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini 

dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, 

tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing 

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja target realisasi % 

Meningkatnya layanan 
pencapaian tugas dan fungsi 
perangkat daerah 

Rata-rata prosentase 
pencapaian program pada 
masing-masing sekretariat 
Perangkat Daerah 

100 100 100 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan dan 
aset daerah 

Cakupan pengelolaan 
keuangan dan aset 

99,22 96,12 96,41 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya 

layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terealisasi 100 % sedangkan 

untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

terealisasi 96,12 %, dari hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik. 

 

L 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1.   Tugas dan Fungsi  

 

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah, pada pasal 5 disebutkan bahwa BKAD mempunyai fungsi 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang 

keuangan dan aset Daerah. 

Selanjutnya  untuk  menjalankan  fungsi tersebut BKAD mempunyai  tugas : 

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak; 

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan; 

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan 

anggaran; 

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan; 

e. menyelenggarakan kegiatan di bidang aset; 

f. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan 

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 

 
I.2.  Struktur Organisasi 

erdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pajak terdiri dari : 

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 

2. Sub Bidang Penetapan; dan 

3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan. 

d. Bidang Pendapatan terdiri dari : 

B 

B 
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1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; 

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan 

3. Sub Bidang  Perimbangan Pendapatan. 

e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :  

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 

2. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan. 

f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 

1. Sub Bidang Belanja; dan 

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas. 

g. Bidang Asset, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian; 

2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan 

3. Sub Bagian Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah. 

h. Bidang Akuntasi dan Pelaporan, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;dan 

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dan 

j. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

 

I.3.  Isu-isu Strategis 

su strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang 

signifikan bagi entitas  dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja BKAD dalam 

jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo 

adalah : 

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan 

Daerah; 

2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah; 

3. Mendukung Pemerintah yang bersih dengan melaksanakan impres No. 10 Tahun 

2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi 

transaksi non tunai pada sisi pendapatan maupun belanja; 

4. Pemberian honor kepada tenaga ahli yang berstatus sebagai ASN (PNS). 

 

I
S
s
u 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

erencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan BKAD Kabupaten 

Kulon Progo didasarkan pada dokumen Rencana Strategis BKAD Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2017 – 2022. 

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat : 

II.1. Visi dan Misi 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 

yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah : 

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, 

TENTERAM, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN 

TAQWA”  

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan  Kabupaten Kulon Progo pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai 

unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang 

diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat 

menunjang misi Bupati ke-3, yaitu : 

”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM 

LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM” . 

 

II.2. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD Kabupaten 

Kulon Progo yang ditetapkan sebagai berikut : 

”MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL” . 

 

II.3. Sasaran  

Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo, yaitu : 

”MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH” . 

 

 

 

P 
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II.4. Program dan Kegiatan 

Program BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) meliputi : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja; 

3. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD; 

4. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan Keuangan; 

5. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan; 

6. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan; 

7. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah; 

8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah; 

9. Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Investasi Pemda; 

 

Kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) meliputi : 

1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; 

2. Penyediaan Jasa Keuangan; 

3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi; 

4. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD; 

5. Penyusunan Laporan Keuangan; 

6. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; 

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 

9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; 

10. Penyusunan APBD; 

11. Penelitian DPA dan DPPA SKPD; 

12. Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya; 

13. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; 

14. Penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

15. Pengelolaan Belanja Langsung; 

16. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung; 

17. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); 

18. Pengelolaan Kas Umum Daerah; 

19. Pembinaan Perbendaharaan; 

20. Pengelolaan Keuangan PPKD; 
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21. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD; 

22. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD; 

23. Sinkronisasi Data Realisasi APBD; 

24. Pengelolaan SIMDA; 

25. Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2; 

26. Perekaman Data dan Penetapan Pajak Daerah; 

27. Penagihan Pajak Daerah; 

28. Pembaharuan Basis Data PBB P2; 

29. Pelayanan dan Validasi Data BPHTB; 

30. Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah; 

31. Intensifikarsi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah; 

32. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah; 

33. Evaluasi Pendapatan Daerah; 

34. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga; 

35. Pengembangan Pendapatan Daerah; 

36. Perencanaan dan Monev Aset Daerah; 

37. Penatausahaan Barang Milik Daerah; 

38. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 

39. Perencanaan, Monev dan Penatausahaan Investasi Pemda; 

40. Optimalisasi Barang Milik Daerah; 

41. Penatausahaan Barang Persediaan. 

 

II.5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang 

ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja  BKAD Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2019. Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

merupakan penjabaran Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis BKAD 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. 

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

sebagai berikut : 

 

Tabel II.1 

Rencana Kinerja Tahun 2019 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Meningkatnya layanan pencapaian 

tugas dan fungsi perangkat daerah 

 

Rata-rata prosentase 

pencapaian program pada 

masing-masing Sekretariat 

prosen 99,22% 
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Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Perangkat Daerah 

Cakupan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

 

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dapat dilihat dalam 

lampiran dokumen LKjIP ini. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BKAD Tahun 2019 

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.  

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2019 ini ada 3aspek yang akan 

dibahar yaitu: 

1. Pengukuran Capaian Kinerja(PCK); 

2. Analisis Capaian Kinerja (ACK); 

3. Akuntabilitas Keuangan (AK). 

3.1  Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi  

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja 

Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan 

pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase 

pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi 

menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik. 

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan 

kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu :  

Tabel III.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja 
Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

Kode 

1. 91% ≥ Sangat tinggi  

2. 76% ≥ 90% Tinggi  

3. 66% ≥ 75% Sedang  

4. 51% ≥ 65% Rendah  

5. ≤ 50% Sangat Rendah  
                
              Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
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 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan 

realisasinya.  

 

Formula penghitungan capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 

% Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yang memenuhi target 

=  ((Jumlah realisasi pendapatan/target pendapatan x 100%) + (Jumlah realisasi APBD/Jumlah 

APBD x 100%) + (Jumlah SKPD tertib administrasi aset/Jumlah SKPD x 100%))/3 

  

Tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil 

pengukurannya dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini : 

 

Tabel III.2 

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel III.2, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan interval nilai 

realisasi diatas 91%, yaitu 98,00%. Realisasi pendapatan lebih dari target karena adanya 

kenaikan dari BPHTB dengan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB P2) yang melibatkan perangkat desa, serta adanya upaya melakukan penagihan atas 

No Indikator 
Kinerja 

Formula Pengukuran 

Satuan Target Realisasi % 

 Cakupan 
Pengelolaan 
Keuangan 
dan Aset 

= ((Jumlah realisasi 
pendapatan/target 
pendapatan x 100%) 
+ (Jumlah realisasi 
APBD/Jumlah APBD x 
100%) + (Jumlah 
SKPD tertib 
administrasi 
aset/Jumlah SKPD x 
100%))/3 

Prosen 99,22% 96,12 98,00 

Jumlah realisasi 
pendapatan 

 1.382.695.808.329,90 1.672.216.191.535,16 

Target pendapatan  1.382.695.808.329,90 1.679.140.832.603,91 

Jumlah realisasi 
belanja APBD 

 1.263.996.475.454,70 1.672.988.776.918,57 

Jumlah belanja APBD  1.294.184.410.005,79 1.771.951.990.877,35 

Jumlah SKPD tertib 
administrasi 

 42 42 

Jumlah SKPD  42 42 
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tunggakan PBB P2. Realisasi belanja kurang dari target karena pada belanja tidak terduga 

realisasi menyesuaikan kebutuhan, pada OPD Dinas Kesehatan realisasi kurang dari target 

pada kegiatan Pelayanan Kegiatan Dasar pada belanja barang dan jasa BLUD disebabkan 

karena keterbatasan waktu pembelanjaan dari silpa tahun sebelumnya yang dituang dalam 

Perubahan APBD TA 2019. 

 

Perbandingan antarar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

                                                  dan beberapa tahun terakhir 

 

No 
Indikator 

Kinerja 
Formula Pengukuran Satuan 

Capai Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1 Cakupan 

Pengelolaan 

Keuangan 

dan Aset 

= ((Jumlah realisasi 

pendapatan/target pendapatan 

x 100%) + (Jumlah realisasi 

APBD/Jumlah APBD x 100%) 

+ (Jumlah SKPD tertib 

administrasi aset/Jumlah 

SKPD x 100%))/3 

Prosen 99,90 96,41 98,51 98,00 

 

 

Diagram 3.1 

Perbandingan Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo  

Dengan Tahun Sebelumnya 

100

98,48

99,0499,22

99,90

96,41

98,51
98

95

97,5

100

Target Realisasi

2016

2017

2018

2019

 

Berdasarkan Diagram 3.1, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 

BKAD Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami penurunan  

sebesar 2,39%. Penurunan tersebut karena adanya ........ 

 

Perbandingan realisasi kinerja sempai dengan tahun ini dengan jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi 
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Tabel III.3 

Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target Jangka Menengah  

 

Dari tabel diatas sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset 

daerah terealisasi sebesar 98,00% dari target 99,22% atau prosentase capaian tahun 2019 

sebesar 98,77%. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2019 terhadap tahun 2022 (akhir 

Renstra) mencapai 98,03%.  

 

Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan  

 

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, 

diantaranya : 

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja; 

2. Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses 

perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan 

kinerja dan evaluasi di seluruh OPD. 

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan 

perhatian, diantaranya : 

1. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja; 

2. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan. 

 
Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi : 

1. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian; 

2. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja. 

 

Analisis Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo 

No Indikator 

 
 
 

Formula pengukuran 

 
 
 

Satuan 

Realisasi 

Target 
akhir 

Renstra 
(2022) 

% 
Capaian 

2019 
terhadap 
Target 
akhir 
2022 

 

2017 

 

2018 
2019 

1 Cakupan 
Pengelolaan 
Keuangan 
dan Aset 

= ((Jumlah realisasi 
pendapatan/target 

pendapatan x 100%) + 
(Jumlah realisasi 

APBD/Jumlah APBD x 100%) 
+ (Jumlah SKPD tertib 

administrasi aset/Jumlah 
SKPD x 100%))/3 

Prosen 96,41 98,51 98,00 99,97% 98,03 
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 Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Bidang 

Keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo 

terkait erat dengan pencapaian misi ke -3, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman dan tenteram”. 

Untuk mencapai misi tersebut BKAD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh 9 program dan 

41 kegiatan dalam mencapai IKU OPD sebagai berikut : 

a) Capaian Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan 

Keuangan 

 

Tabel III.4 

Capaian Peningkatan Pengelolaan Anggaran 

dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (Raperda 

APBD, Perda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda 

Perubahan APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup 

Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD) tepat waktu 

8 8 

2. Jumlah dokumen keuangan daerah 8 8 

3. Jumlah analisis kebijakan menjadi bahan kebijakan 5 10 

4. Jumlah analisis kebijakan yang disusun 5 7 

5. Jumlah kebijakan yang dilaksanakan 5 9 

6. Jumlah kebijakan yang ada tahun n-1 5 5 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 100 140,95 

 

Analisis kebijakan yang disusun yaitu : 

(1) Draft Raperbup tentang SHBJ 2019 

(2) Draft Raperbup tentang Perubahan atas Perbup No 63/2017 tentang SHBJ 2018 

(3) Draft Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 63/2017 tentang SHBJ 

2018 

(4) Draft Raperbup tentang Perubahan atas Perbup No 55/2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Perda KP No 8/2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan DPRD  

(5) Draft Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 55/2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan  Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan DPRD dan 

anggota DPRD  
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(6) Raperbup tentang Pengelolaan Rekening Pemda  

(7) Raperbup Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemda 

b) Capaian Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 

 

Tabel III.5 

Capaian Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah penerbitan SP2D tepat 

waktu 

2.377 4.073 

2. Jumlah SPM yang lengkap dan 

benar 

2.377 4.073 

3. Laporan kas bulanan tepat 

waktu 

12 12 

4. laporan kas bulanan 12 12 

5. Jumlah realisasi belanja APBD 1.263.996.475.454,70 1.672.988.776.918,57 

6. Jumlah APBD 1.294.184.410.005,70 1.771.951.990.877,35 

 Capaian Indikator Kinerja 

Program (%) 

99,22 98,91 

 

c) Capaian Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 

 

Tabel III.6 

Capaian Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah penerbitan dokumen pertanggungjawaban 

keuangan daerah tepat waktu  dan sesuai dengan 

aturan/ ketentuan yang berlaku (Perda dan Perbup 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LRA, 

Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CALK 

9 9 

2. Jumlah dokumen keuangan daerah 9 9 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 100 100 

 

 

 

d) Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 

 

                                                           Tabel III.7 
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          Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak 63.055.006.739 64.577.518.905 

2. Jumlah piutang pajak 63.055.006.739  66.230.562.824 

3. Jumlah realisasi pembayaran pajak  1.218.900.000    1.120.128.157 

4. Jumlah piutang pajak  7.800.000.000 11.233.099.385 

 Capaian Indikator Kinerja Program 

(%) 

57,81 53,74 

 

Pajak Daerah yang dikelola yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan  dan 

Pajak Bumi dan Bangunan (Perdesaan dan Perkotaan), dari sepuluh jenis Pajak 

Daerah yang dikelola, yang tidak dapat mencapai target yaitu pajak MBLB. 

 

e) Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah 

 

                                                          Tabel III.8 

                  Capaian Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah realisasi penerimaan 

daerah 

1.382.695.808.329,90 1.672.216.191.535,16 

2. Target penerimaan daerah 1.382.695.808.329,90 1.679.140.832.603,91 

3. Jumlah SKPD tertib 

administrasi pendapatan 

17 15 

4. Jumlah SKPD pengelola 

pendapatan 

17 15 

 Capaian Indikator Kinerja 

Program (%) 

100 99,79 

 

Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 jika dibandingan dengan 

target mencapai 99,79%, dengan penjelasan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah 

dengan realisasi sebesar 102,80%, Dana Perimbangan realisasi sebesar 99,20%, 

penerimaan yang melebihi dari target adalah pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak yang mencapai 151,34%. Sedangkan penerimaan pada Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah mencapai 98,37%.  
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Pengelola Pendapatan sebanyak 16 unit SKPD/PPKD secara rutin setiap bulan 

menyampaikan realisasi penerimaan yang dikelola. 

f) Capaian Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 

 

Tabel III.9 

Capaian Peningkatan Pengelolaan Aset dan Investasi PemdaTahun 2019 

No. Uraian 
Tahun 2019 

Target Realisasi 

1. Jumlah SKPD tertib administrasi asset tetap dan tak 

berwujud 

42 42 

2. Jumlah SKPD 42 42 

3. Jumlah SKPD tertib administrasi persediaan 42 42 

4. Jumlah SKPD 42 42 

5. Jumlah penghapusan asset 32 40 

6. Jumlah permohonan penghapusan asset 32 32 

7. Jumlah optimalisasi asset 10 4 

8. Jumlah asset yang belum optimal 12 12 

9. Jumlah realisasi investasi 5 5 

10. Jumlah rencana investasi 5 5 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 96,67 91,67 

 

 

6. Analisis atas  efisiensi penggunaan Sumber Daya 
 

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya 

dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber 

daya manusia, sarana dan prasaran serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan 

dibahas dalam akuntabilitas keuangan. 

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kualifikasi 

Jabatan Struktural dan JFU pada Pemerintah Daerah bahwa personil ASN BKAD 

Kabupaten Kulon Progo berjumlah 139 . 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi,  BKAD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh 92  

personil terdiri dari 76 orang ASN (PNS) dan 7 orang Tenaga Harian Kontrak. Data 

sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang 

dalam diagram berikut : 
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Diagram 3.2 

Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) BKAD 

Menurut tingkat pendidikan 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya 

manusia pada BKAD Kabupaten Kulon Progo di dominasi oleh kualifikasi pendidikan 

Strata I berjumlah 41 orang atau 59,42% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan 

SMA berjumlah 26 orang atau 41,93% dari target, pendidikan Diploma III berjumlah 12 

orang atau 133,33% dari target, dan Strata II berjumlah 6 orang atau 600%. 

 

         Tabel. III.10 

   Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp) 

No. Nama Barang 

Jumlah aset  yang dimiliki 

(Rp) 

Jumlah aset yang tidak 

dipakai (Rp) 

Unit Rp. Unit Rp. 

1 Mobil 5 617.259.009 1  33.000.000 

2 Sepeda Motor 38 446.649.204 4 23.900.000 

3 Pos Jaga Portable 6 5.657.724   

4 Pemasangan Panggung Reklame 9 185.687.050   

5 CCTV 6 68.423.544   

6 Aset Tetap Lainnya 942 3.323.676.531 132 276.410.382 

7 Jaringan  1 15.000.000   

SMA; 22

Deploma I; 3

Deploma III; 69

Deploma IV; 1

SMA; 22

Deploma I; 3
Deploma III; 7

Deploma IV; 2

Strata I; 37

Strata II; 5
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No. Nama Barang 
Jumlah aset  yang dimiliki 

(Rp) 

Jumlah aset yang tidak 

dipakai (Rp) 

 Jumlah 1.007 3.338.676.531 137 328.510.382 

Sumber : Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian, BKAD 2018 

 

A. Realisasi Anggaran 

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019, untuk mencapai sasaran strategis, BKAD 

Kabupaten Kulon Progo didukung dengan anggaran sejumlah Rp. 15.570.731.401,83 

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 8.258.961.626,83 dan belanja langsung 

sebesar Rp 7.311.769.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.199.143.144,00 dengan 

rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.7.142.627.397,00 dan belanja langsung 

sebesar Rp 7.056.511.630,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 96,51%.  

 

Diagram  3.3 

 

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019 

25

35

45

55

BTL 53,04 45,87 

BL 46,96 45,32 

Anggaran Realisasi
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Tabel III.11 

Rencana dan Realisasi Anggaran Program 

Tahun 2019 

 

Kinerja Keuangan 

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi %  Program Target Realisasi % 

Meningkatnya 

Kualitas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Cakupan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset 

99,22% 98,00 98,77 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan 

Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan 

570.659.100 544.061.995 95,34 

Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 298.622.400 291.725.498 97,69 

Peningkatan Penerapan Akuntansi dan 

Pelaporan 

221.482.675 212.678.808 96,03 

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 4.108.413.400 3.972.976.134 96,70 

Peningkatan Pendapatan Daerah 529.586.500 523.999.883 98,95 

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 286.538.900 278.241.858 97,10 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.956.300 343.825.263 98,81 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja 

53.250.300 52.616.475 98,81 

Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan 

Kualitas SDM OPD 

895.260.200 836.385.716 93,42 

Jumlah 
7.311.769.775 7.056.511.630 

96,51 

Rata-rata 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran 

jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

 

Diagram 3.4 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dan 

Capaian Kinerja Keuangan 
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Pada Tahun 2019 BKAD Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi anggaran 

Belanja Langsung sebesar  Rp. 7.311.769.775 dan terealisasi sebesar Rp. 

7.056.511.630,00 atau sebesar 96,51% dari target. Realisasi tidak sesuai target 

karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil serta melakukan efisiensi. Pada 

BKAD Kabupaten Kulon Progo efisiensi dilakukan pada kegiatan : 

1. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 

Efisiensi pada belanja makanan dan minuman rapat karena rapat yang 

dijadwalkan   20 kali terealisasi 18 kali. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 

Efisiensi pada belanja pengadaan peralatan pendukung kantor, belanja 

pengadaan kendaraan bermotor beroda dua, belanja pengadaan mebelair dan 

belanja pengadaan peralatan personal komputer yang merupakan nilai sisa 

lelang pengadaan. 

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 
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Efisiensi pada belanja telepon, belanja penggantian suku cadang dan belanja 

BBM. Pada belanja telepon efisiensi dilakukan karena intensitas komunikasi 

baik internal maupun eksternal lebih banyak via aiphone, handphone dan e-mail 

maupun koordinasi secara langsung. Pada belanja penggantian suku cadang 

terdapat efisiensi karenan kendaraan dinas/operasional masih belum banyak 

memerlukan penggantian suku cadang dan pada belanja BBM terdapat 

efisiensi karena BKAD Kabupaten Kulon Progo dan SPBU Perumda Aneka 

Usaha melakukan kerja sama dengan diberlakukannya sistem kupon dan 

menyesuaikan dengan surat tugas untuk pengisian BBM tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2019 dan sebagai alat pengendalian dalam 

melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara 

menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber 

daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan .  

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kulon Progo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang 

ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala 

ordinal sebagai komitmen kinerja.  

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas 

terdapat 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan adalah merupakan 

penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 

2017 – 2022.  Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat 

terealisasi dengan baik.   

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas 

pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran 

pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi 

seluruh staf yang terlibat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk lebih 
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meningkatkan aktifitas dan kreatifitas aparatur, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang 

tinggi demi mengemban Visi dan Misi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang  

 

profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Para 

penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya diharapkan lebih 

meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset/Barang Daerah sehingga dapat tercapai tertib administrasi pengelolaan keuangan 

dan asset/barang daerah. 
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                                                   BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
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